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‘Tarif Nilai Tambah BLU

dan Investasi Jalan Tol

Oleh Jaka Suprihana

P Badan usaha jalan
tol (BUIT) yang
menggunakan dana
badan layanan umum
(BLU) dikenakan beban
biaya yang cukup
memberatkan. Biaya-
biaya tersebut meliputi:
biaya administrasi
sebesar Rp 25.000.000,
biaya provisi 1% dari
total dana BLU yang
diglinakan, dan tarif
nilai tambah (bunga)
sebesar LPS + 1% per
tahun dan harus
dibayarkan tiap tiga
bulanan.

raktik operasional yang diber-

lakukan BLU tersebut di atas

sudah nyaris sama seperti
yang dijalankan oleh unit usaha per-
bankan pada umumnya. Tarif
layanannya dihitung seperti bunga
perbankan di mana tarif nilai tam-
bah dikenakan sebesar LPS+1% per-
tahun, dihitung dengan sistem bu-
nga majemuk bulanan, dan harus
dibayarkan setiap tiga bulanan.
Padahal, payung hukumnya secara
eksplisit tidak mengamanatkan hal

demikian.
Ketika hal ini ditanyakan kepada

' pemerintah, jawabanya justru be-

rupa sebuah pertanyaan balik, me-
ngapa BUJT bersedia menerima
dan menandamngam perjanjian se-
perti itu?

Perbedaan Interpretasi Peraturan
Perbedaan pendapat tersebut di
atas terjadi karena adanya perbe-
daan interpretasi makna atas Per-
menkeu No 152/PMK.05/2007
Tentang Tarif Layanan Badan
Umum Badan Pengatur Jalan Tol
pada Kementerian Pekerjaan
Umum, pasal 2 ayat 1(a) dan per-
aturan perundangan lainya. BUJT
menyadari sepenuhnya dalam ke-

-
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adaan terjepit harus menandata-
ngani perjanjian pinjaman pada
saat mendapatkan dana BLU wa-
laupun beban biayanya dirasakan
masih terlalu besar.

- Hal ini terjadi karena BUJT me-

rasa BLU merupakan program pe-.

merintah yang kehadirannya
dimaksukan untuk mitigasi risiko
investasi BUJT atas ketidakpastian
selesainya pengadaan tanah oleh
pemerintah untuk jalan tol. Dengan
demikian BUJT mendapatkan jalan
keluar darL risiko kendakpa.suan
tersebut.

Narnun, seiring dengan berjalan-
nya waktu, ternyata beban biaya
nilai tambah BLU diberlakukan se-.
perti bunga bank, dan ini dirasakan
sangat memberatkan karena me-
nambah blaya mvestam yang cukup

al, jika pemerintah
berkeuan, beban biaya tambah ter-
sebut semestinya tidak sampai ha-
rus menambah beban Investasi
yang memberatkan. Dalam keada-
an seperti ini, pemerintah diharap-
kan dapat melindungi kembali ba-

.dan usaha dari beban biaya atas .

penggunaan dana BLU. Hal ini bisa
dilakukan dengan cara menurun-
kan dari total nominal beban biaya
nilai tambah supaya tidak sampai
menurunkan tingkat kelayakan
usaha dan melindungi masyarakat
dari kenaikan tarif jalan tol.
Langkah menurunkan beban
biaya tersebut tidak perlu meng-
ubah peraturan perundangan yang
ada karena memang tidak berten-
tangan dengan peratiran perun-
dangan yang berlaku saat ini, Lang-
kah penurunan bahkan malah lebith
sesuai dengan amanat PP No No 23
‘Tahun 2005 Juncto PP No 74 tahtn
2012 tentang Pengelol:

Keuang-

cukup melalui d

h

per tahun ka-

jlan BLU antara BUJT dan Satker

+ BLU BPJT tanpa mengubah per-

aturan perundangan yang ada ter-
masuk Permen K No 152/

rena dalam Permenkeu No152/
PMK.05/2007 Tahun 2007 juga - '
dak secara eksphs1t mengatakan ‘
demikian. Dengan demil

PMK.05/2007. Hal yang diperlukan
hanyalah mengubah interpretasi
makna atas Permenkeu No 152/
PMK.05/2007 tahun 2007 tersebut
khususnya Pasal 2 ayat 1 (a) bahwa
nilai tambah sebesar LPS+1% tidak
diartikan pengenaannya per tahun,
tidak dihitung dengan cara bunga
majemuk perbulan, dan tidak harus
dibayar tiap tiga bulanan.

" Ini bukan sebuah permintaan’

belaskasihan, tapi juga ada dasar
atau payung hukumn antara lain
Pasal3 Ayat 5, PPNo 23Tahu.n 2005
tentang Badan Layanan Umum,
yang menyebutkan: BLU menye-
lenggarakan kegi, a tanpa

nilai tambah LPS+1% cukup dlkena— ;
kan sekali selama masa pinjaman !
BLU berlangsung sampai dengan
dana BLU dikembalikan sesuai ke-
tentuan yang berlaku. :
Selain itu, pengembalian dana
BLU-BPJT yang telah digunakan
termasuk bunganya, sebaiknya se-
telah pengadaan tanah satu seksi
selesai atau pekerjaan konstruksi
badan jalan pada seksi dimaksud
dapat dilaksanakan. BUJT yang su-
dah membayar nilai tambah tidak
perlu dikembalikan, namun ke-
kurangannya — jika ada — dapat

dibayarkan bérsamaan dengan saat

mengutamakan pencarian keun-
tungan. Berikutnya dapat kita lihat
juga pada penjelasan PP No 74 Ta-
hun 2012 tentang Perubahan Afas
Peraturan Pemerintah No ZSTahun
2005 tentang Pe lol. 1

pokok pinj dan
bunga BLU. Atas kelebihan pemba-
yaran nilai tambah — jika dihitung-
berdasarkan cara perhitungan
pengenaa.n satu lliah selama masa

an Badan Layanan Umum Pada
Pasal 9 ayat 2 disebutkan, tarif da-
lam ketentuan ini bertu]uan untuk
menutup sebagian atau seluruh
biaya.

Di samping peraturan pemerin-
tah tersebut, perlu juga disampai-
kan bunyi satu pasal dalam Permen
PU No 4 Tahun 2007 tentang Dana

*Bergulir BLU BPJT. Pasal 8 ayat 2

ketentuan tersebut berbunyi: pe-
ngembalian dana BLU BPJT yang
telah'digunakan termasuk bunga-
nya, setelah pengadaan tanah satu

- seksi selesai atau pekerjaan atau

pekerjaan konstruksi badan jalan
pada seksi dimaksud dapat dilak-
sanakan. -

Kutipan dua pasal dalam peratur-
an pemerintah dan satu pasal dalam
peraturan menteri PU tersebut di
atas diharapkan sudah cukup dipa-
kai sebagai dasar untuk mengamen-
demen perjanjian BLU khususnya
pengenaan tarif layanan atas peng-
gunaan dana BLU yang bersumber
dari APBN yang diberlakukan saat
ini. Perihal besaran biaya ad-
m!sﬂrm Rp 25.000.000, dan biaya

, provisi 'sebesar 1 % serta nilai tam-

bah LPS+ 1%, BUJT dapat menerima
dan bersedia untuk menanggung
b:ayanya.

Perlu Amendernen Perjanjian
Melibat beratnya beban yang ha-
rus dita BUJT maka ke de-

an Badan Layana Umum.
Penurunan beban biaya atas
penggunaan dana BLU tersebut

pan perlu diambil langkah-lang-
kah, antara lain, tarif nilai tambah
LPS+1% jangan diinterpretasikan

‘dapat dik bagai cicilan
pengémbalian pokok pinjaman
BLU. )
Berbagai permasalahan ini diha-
rapkan dapat dipahami dengan
jernih dan dapat diterima oleh pe- -
merintah sehingga Satker BLU
Kementerian Pekerjaan Umum

bersedia mengamendemen per- ‘

janjian BLU antara BUJT dan
Satker BLU Kementrian Pekerja-

an Umum berdasarkan Interpre- .

tasi makna Permen Keu No 152/
PMK.05/2007 Tahun 2007 Pasal 2
ayat (a). Perubahan ini diyakini
tidak akan merugikan pemerin-
tah, sebaliknya, malah akan sa-
ngat berarti bagi BUJT khusus-
nya, dan dunia investasi jalan tol’
di Indonesia.

Karena itu, langkah pa]mg tepat

ke depan ada]ah pentingnya Satker -

BLU .Kementerian Pekerjaan
Umum untuk segera mengamen-
demen perjanjian BLU-BPJT atas
adanya perbedaan interpretast
tmakna Permen Keuangan No 152/
PMK.05/2007 tahun 2007 Pasal 2
ayat 1(a) tentang pengenaan-tarif
nilai tambah BLU sebesar LPS+1%
teérsebut. Selain menghapus atau
menghilangkan perbedaan inter-
pretasi, hal ini sekaligus menjawab
adanya polemik tentang jangka
waktu pengenaan nilai tambah
BLU yang sedang ramai dibahas
saat ini. .
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